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PUTUSAN
Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Tte
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXX, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa
kepada KUASA Advokat yang berkantor di
XXXXXXXXXXXXX  berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 18 Juli 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, agama Islam,
pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 telah
mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Juli
2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicacat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Selatan, Kab Halmahera Barat,
Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXXXXX, Tertanggal 05 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dirumah orang tua Penggugat beralamat di XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang Anak yaitu:
3.1. ANAK 1, Perempuan, Umur X tahun;
3.2. ANAK 2, Laki-laki, Umur X tahun;
Kedua Anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak berjalan sebagaimana mestinya namun pada bulan Oktober tahun
2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk
akur kembali yang penyebabnya yakni:
a. Bahwa jika berkelahi Tergugat selalu memaki-maki Penggugat
dengan kata-kata kotor yaitu, anjing, babi, binatang, dlI;

b. Bahwa Tergugat sering meminum minuman kesar (mabuk-
mabukan);

C. Bahwa Tergugat terdapat kelainan yaitu menyukai sesama jenis;
d. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 9

bulan terakhir sejak tahun bulan Oktober 2023;

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih

selama 9 bulan sejak bulan Oktober 2023;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai
suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 9 (sembilan)
bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan

Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:
1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2) Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba’in Sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3) Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
SUBSIDAIR:
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex
Eequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa
khusus kepada KUASA Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXX
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXX
tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat
tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Terguga
t telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menas
ehati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat

tetap pada gugatannya sehingga upaya damai tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk
mengikuti prosedur upaya damai melalu mediasi dan sepakat memilih mediator
Ismail Warnangan, SH. M.H. sebagai mediator dan untuk itu Ketua Majelis telah

menunjuk dengan penetapan;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 05 Agustus
2024, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil mencapai
kesepakatan, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup
untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, disebabkan

Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.
Surat:
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor XXXXXXXXXXXXX,
atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXX,

tanggal 22 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup yang
telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Selatan,
Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, tanggal 05 Agustus
2020, bermeterai cukup yang telah di-nazegelen, telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan
paraf serta tanda bukti P2;
B.
Saksi:
1. XXXXXXXXXXXXX, umur x tahun, agama Islam, pekerjaan lbu
rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada Pertengahan tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak

awal sudah tidak rukun dan harmonis;
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- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Tergugat mempunyai kelainan seksual karena Tergugat

pernah merekam alat kemaluannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal atau

sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat
sejak hidup berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat, namun
tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada Pertengahan tahun 2008;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwsa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Tergugat sering mabuk minuman keras;

- Bahwa sudah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya,
Penggugat dan Tergugat hidup berpisabh;

- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak menafkahi
Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah diupayakan untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa
Khusus Penggugat tertanggal 17 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Juli
2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan
Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi
bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi
izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo

sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada
diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di
persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian
Majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi
sesuai maksud peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan
kedua belah pihak diperintahkan menghadap Hakim Mediator Ismail
Warnangan, SH.MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 05
Agustus 2024 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinyatakan tidak
berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan
persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas

perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat
menyukai sesama jenis, Tergugat pemabuk, serta Tergugat tidak menafkahi
Penggugat, sehingga telah terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 9
(sembilan) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-
istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak

menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisli) yang

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
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dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili hukum
Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en

bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1
Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2
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Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung serta diketahui langsung oleh saksi dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat , terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Ternate;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang
menikah pada tanggal 05 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Loloda Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku
Utara,

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak

awal sudah tidak rukun dan harmonis;

6. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
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7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari

11 (sebelas) bulan lamanya;

8. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat
sejak hidup berpisah;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
10. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat
kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh
karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih
dalam kitab Al-Igna juz Il halaman 133 yag dijadikan sebagai pendapat Majelis
sebagai berikut:

dilh i) ade 3l Lga g3t da g3l A aae i) 1y

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak
satu,

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an

Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud.

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada
manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap

maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

cllad) cla Lo atia duliall ¢
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“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, sehingg tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum
tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal
19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
pegakuan Penggugat dan keterangan saksi, antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat
yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 119 ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan
gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada

pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs.
H Marsono, M.H sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S,Ag., M.H dan
Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Syaiful A Buka, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat yang didampingi oleh kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Abubakar Gaite, S,Ag., M.H Drs. H Marsono, M.H
Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
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Syaiful A Buka, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp160.000,00

Panggilan Rp27.000,00
PNBP Rp20.000,00
Redaksi Rp10.000,00
Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp257.000,00

('dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah )

oA WN R

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 13
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



